
 

 

 

 

BUPATI GARUT 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT 

NOMOR 21 TAHUN 2012    

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR                
22 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN DESA TANJUNGANOM                                

DI KECAMATAN SAMARANG 

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GARUT, 

Menimbang : a.   bahwa dengan memperhatikan kondisi geografis, kemampuan 
ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan 

pertimbangan aspek sosial politik, sosial budaya, 
ketenteraman dan ketertiban serta dengan meningkatnya 

beban tugas dan volume kerja dalam bidang pemerintahan, 
Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Desa Tanjunganom di Kecamatan Samarang; 

b. bahwa sehubungan adanya aspirasi masyarakat berkenaan 

dengan batas wilayah administratif, maka guna 
kesinambungan jalannya pemerintahan di Desa Tanjungkarya 

dan Desa Tanjunganom Kecamatan Samarang, Peraturan 
Daerah Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud dalam  

huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk 

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Desa Tanjunganom di Kecamatan Samarang. 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;  

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang 
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 
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3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           

Nomor 4587); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 

tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 
tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan 

Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran 
Daerah Tahun 2006 Nomor 7) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan 
Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 

2008 Nomor 22); 

 

 



3 
 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2008 
tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan 
Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 7); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut 

(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga 
Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran 

Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 

2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga 
Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran 

Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 8); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2009 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut 
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2009 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 32); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4). 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT 

dan 

BUPATI GARUT 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR                
22 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN DESA 

TANJUNGANOM DI KECAMATAN SAMARANG. 
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Pasal I 

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Desa Tanjunganom di Kecamatan Samarang (Lembaran 

Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 22), diubah sebagai berikut: 

Pasal 3 

(1) Desa Tanjunganom berasal dari sebagian wilayah Desa Tanjungkarya 
Kecamatan Samarang yang terdiri atas cakupan wilayah Dusun/Kapunduhan 

Cibulakan. 

(2) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam 
peta wilayah yang tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.  

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.  

Ditetapkan di Garut 

pada tanggal 18 - 12 - 2012 

  B U P A T I  G A R U T,  
 

                              t t d   
 

                  ACENG H.M. FIKRI 

 

Diundangkan di Garut 

pada tanggal 26 - 12 - 2012September 2005    2   

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT, 

                      t t d 

             I M A N  A L I R A H M A N 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT 

TAHUN 2012 NOMOR 21       
 
 
 

 

 


